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REKONSTRUKSI

Keynote Speaker : Drs. HERMON, M.Si
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Serangkaian kegiatan untuk mengembalikan
kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang
terkena bencana dengan memfungsikan kembali
kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan
melakukan upaya rehabilitasi. (UU no. 24/2007)
Pemulihan meliputi pemulihan fisik dan non fisik.
Prinsip dasar dalam pemulihan adalah
membangun yang lebih baik (build back better)
dan pengurangan risiko bencana (disaster risk
reduction)

Pemulihan/Recovery

Pembangunan kembali semua prasarana dan
sarana, kelembagaan pada wilayah pasca-
bencana, baik pada tingkat pemerintahan
maupun masyarakat dengan sasaran utama
tumbuh dan berkembangnya kegiatan
perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya
hukum dan ketertiban dan bangkitnya peran
serta masyarakat dalam segala aspek
kehidupan bermasyarakat.

Rekonstruksi

Perbaikan dan pemulihan semua aspek
pelayanan publik atau masyarakat sampai
tingkat yang memadai pada wilayah pasca-
bencana dengan sasaran utama untuk
normalisasi atau berjalannya secara wajar
semua aspek pemerintahan dan kehidupan
masyarakat.

(UU no. 24/2007)

Rehabilitasi

Tujuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
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Pasal 8

Penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi
memerlukan dokumen perencanaan yang
selanjutnya disebut sebagai Rencana Aksi
Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RENAKSI) untuk

jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun

¥

e Penyesuaian Program

« KerjaLintas Sektor

Peraturan Kepala BNPB No 17/2010
Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi

« Dukungan keberlanjutan

PDNA/Jitupasna akan mengkaji akibat bencana,
dampak bencana dan kebutuhan pemulihan
pascabencana

PDNA/Jitupasna merupakan instrumen dalam
menyusun kebijakan, program dan kegiatan RR
yang berlandaskan pada informasi akurat.
PDNA atau JITUPASNA merupakan gabungan
dari DALA (Damage and Loss Assessment) dan
HRNA (Human Recovery Need Assessment)

PDNA -
POST DISASTER NEEDS ASSESSMENT

KENAPA ‘PENTING’

Serangkaian kegiatan pengkajian dan penilaian
akibat, analisis dampak dan perkiraan
kebutuhan yang menjadi dasar bagi penyusunan
rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi

Perencanaan RR akan menjadi penentu
tindakan masa depan yang sejalan dengan
rencana  pembagunan  berprinsip  pada
perwujudan kehidupan yang lebih baik dalam
upaya pengurangan risiko atau dampak bencana
di masa yang akan datang.

Jitupasna
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o Kerusakan e Ekonomi & Fiskal
S . * Kerugian « Sosial, Budaya & Politik

* Kehilangan Akse; e Pembangunan Manusia

e Gangguan Fungsi ) ;

e Peningkatan Resiko ¢ Kualitas Lingkungan

Penyusunan
Rencana Aksi

Perbaikan/pembangunan
Penggantian

Penyediaan bantuan
Pemulihan proses/fungsi
Pengurangan resiko

Rehabilitasi Rekonstruksi
Pasca Bencana

Alur Proses PDNA hingga Perencanaan RR
Perka BNPB no.15 tahun 2011

Rencana aksi diperlukan dalam rangka efektivitas
dan efisiensi pencapaian tujuan rehabilitasi dan
rekonstruksi wilayah pascabencana.

Rencana aksi merupakan acuan yang diharapkan
dapat menyamakan persepsi dan langkah
penyelenggaraan RR bagi seluruh pihak terkait
Rencana aksi bukan hanya berisi penyelenggaraan
RR di wilayah pascabencana namun juga memuat
prinsip-prinsip dan kebijakan serta strategi RR

Hingga pada perencanaan Pemantauan dan Evaluasi

Rencana Aksi
Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Jenis, jumlah, lokasi & nilai
kebutuhan Pembangunan,
Pemulihan dan Pemberian
Bantuanyang diverifikasi

dengan data sekunder

Kebutuhan
Pemulihan

Aspirasi pihak tentang cara e T Uil o L e T

Pembangunan, Pemulihan dan & pakar atas Pembangur]an,
Pemulihan dan Pemberian

Bantuan

TRIANGULASI DATA & INFORMASI
PERUMUSAN KEBUTUHAN PEMULIHAN

Pemberian Bantu

Peraturan Renaksi RR

Kata Pengantar

Ringkasan Eksekutif

Babl. Pendahuluan

Bab Il. Kondisi Umum Wilayah Dan Kejadian Bencana

Bab Ill. Pengkajian Kebutuhan Pemulihan Pascabencana

Bab IV. Prinsip Dan Kebijakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Bab V. Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana
Bab.VI. Penutup

LAMPIRAN

- Rekapitulasi Penilaian Kerusakan dan Kerugian Pascabencana
- Rekapitulasi Kebutuhan

- Kebutuhan dan Komitmen Pendanaan

STRUKTUR RENAKSI
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BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
JI. Pakunegara No. 32, Pangkalan Bun — Kalimantan Tengah
JI. Tjilik Riwut Bamban Pangkalan Bun
Telp. (0532) 27772/ (0532) 2067330
Fax.(0532) 27773
Email BPBD_KOBAR@YAHOO.CO.ID
Web. bpbdkobar.blogspot.com
FB. BPBD KOBAR
Twitter. @bpbdkobar

Build Back Better

KASIH
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